BUPATI EANYUMAS -

ang

jat

PERATURAN BUPAT| BANYUMAS
NOMOR 2 Y TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA

LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
PADA DINAS PETEI*NAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPAT‘ BANYUMAS,

bahwa sebagai tindak Ignjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Bllanyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunah Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan
dan Perikanan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang
penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang peternakan dan
perikanan khususnya dalam penyidikan penyakit hewan serta
pemeriksaan kualitas produk peternakan secara berdaya guna dan
berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Uraian Tugas dan Tatakerja Laboratorium Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Banyumas.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara rsﬂomor 4437);

|
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atapkan

3. P
Sraluran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

p ,
SMerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

N
®9ara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
NomOI' 54).

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

- Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 19 Seri D)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN
TATAKERJA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN PADA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

xm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Yaerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

>emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Jinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan

(abupaten Banyumas,
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{epala Dinasg ad
Qlg _
3anyumas; 4 Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

umah Pemotop
a .
>eternakan dan Pg -" Hewan adalah Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas
erikanan Kabupaten Banyumas;

<epala Rumah pg

»ada Dinas Pete motongan Hewan adalah Kepala Rumah Pemotongan Hewan
Makan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

alah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

eorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang

Ugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan
mandiri.

Jabatan Fungsiona) ad
vewenang dan hak
jalam Pelaksanaan ¢
ertentu serta bersifat

Jabatan Fungs;i
et gsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
wab, we isasi
) wenang dan hak Seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi
/an
g dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan

ert
entu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan
Jertanggung jawab kepada atasan.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan ini dibentuk Rumah Pemotongan Hewan.
Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Rumah Pemotongan Hewan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB lli
KEDUDUKAN
Pasal 3

mah Pemotongan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan
ikanan.

Pasal 4

mah Pemotongan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

rtanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

) Susunan Organisasi RPH terdiri dari :

a. Kepala,
b. Urusan Tata Usaha:
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2o
mpok Jabatgp, Fungsional

N
Susunan Organisas

} Lampiran | Yang | Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana tercantum

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati

BAB V
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala Rumah Pemotongan Hewan
Rumah Pemotongan 1 Pasal 6 |
B0 hewan e & ewan r-nempunya| tugas pokok mengelola kegiatan
esar, kecil dan unggas baik di dalam maupun di luar

2emot i
Ongan Hewan pada wilayah kerjanya agar dihasilkan daging yang Aman,
Jtuh dan Halal (ASUH).

Pasal 7
ugas Kepala Rumah Pemotongan Hewan sebagai berikut:
smbuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Rumah Pemotongan Hewan
wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
anjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
in tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
embuat usulan kebijakan teknis Rumah Pemotongan Hewan sebagai bahan

srtimbangan atasan dalam penetapan kebijakan atasan;

enyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai

ahan analisis kebijakan teknis pemotongan hewan;
\enelaah dan mempelajari permasalahan di bidang pengawasan kesehatan dan
emotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas serta mencari alternatif

emecahan guna optimalisasi pelayanan;
nenyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan ternak besar,

-ecil dan unggas yang akan dipotong sehingga hewan ternak yang akan dipotong

r-benar dalam keadaan sehat ;
n dan pemantauan pemotongan hewan ternak

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
aman, sehat, utuh dan halal (ASUH),
daging hewan terak besar,

»>ena
nenyelenggarakan pengawasa
besar, kecil dan unggas agar sesuai
kan daging yang
dan pemeriksaan
mastikan bahwa daging tersebut bebas

dalam rangka menghasil
pengawasan
otong untuk me
encemaran mikroorganisme sehingga aman

menyelenggalra\kan

kecil dan unggas setelah dip
dari residu pahan kimia dan p

dikonsumsi;
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menyelenggarakq,

. enQEWa
kecil dan ungga San gq _
i residug b:setela ipcatong 4 :Jpemenksaan daging hewan ternak besar,
han i, Ntuk memasti :
Im ikan bahwa daging tersebut bebas
dikonsumsi; 'a dan ging

Pen ;
Cémaran mikroorganisme sehingga aman

- pat,
memeriksa hasil Pelaksanaan tugas b

prosed awahan sesuai dengan peraturan dan

ur yang berlaky agar diperoleh hagi|

. keri .
. memberikan bimbingan dan penilaian rja yang benar dan akurat;

kinerja bawahan guna meningkatkan
S,

melapork ;

" hp an pelaksanaan kegiatan Rumah Pemotongan Hewan dan Urusan Tata
Jsaha kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

efektivitas dan efisiens;i pelaksanaan tuga

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Urusan Tata Usaha
- Pasal 8
lepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan

una menunjang kegiatan Rumah Pemotongan Hewan.

Pasal 9

ta Usaha sebagai berikut :

Jraian tugas Kepala Urusan Ta
dwal kegiatan Rumah Pemotongan Hewan

2 membuat rencana, program dan ja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.  menjabarkan dan membagi tugas kepada bawa -

as:

: iawabnya untuk kelancaran pelaksanaan ugas;
anggung jaw dapatan Rumah Pemotongan Hewan mendasarkan kondisi

an penaa

perlaku; |

dministrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan,

keuangan, perlengkapan dan

han sesuai dengan uraian tugas dan

C. membuat usul
yang ada dan ketentuan yang

4 menyelenggarakan kegiatan 2

ian
jan, kepegawalTh .
kehumasan, keprotol:;men erencanaan dan pelaporan untuk menunjang
rerumananggea” doRumah pemotongan Hewan,

pelaksanaan kegiatan
5
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: N pembip,
daftar hadir, daftay, Penila 8an administras; pegawai melalui pembuatan

Hewan dan upaya tingaj lanjut; eNgan daftar inventarisasi Rumah Pemotongan

menyelengarakan kegiatan inventarisas
berkaitan dengan tata usaha sebagai ba
melaksanakan koordinas; dalam unit

I, pendataan dan pemutakhiran data yang
han informasi dan analisis;
kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

masyarakat dan/at
au masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna

mencapal s_'"km"iSaSi pelaksanaan tugas;

:i:iay::jzae:ke";:::;s;nkjbiiakan te?(nis Rumah Pemotongan Hewan kepada
ntuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan

organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatari Fungsional

Pasal 10

| mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang

1 n Fungsiona
(1) Kelompok Jabata Rumah Pemotongan Hewan sesuai dengan keahlian

menunjang pelaksanaan tugas
bidang masing-masing.
ntukan perdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

) Jumiah Jabatan Fungsional dite
Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan

®) Pembinaan terhadap Tenaga

perlaku.
Peraturan Perundang-undaﬂgan yang

6
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BAB Vi

Kepala Rumah Pemotor, ; Pasaj 14
. . ew
kebijakan yang dltetapkan olen Kep:n Ddalam melaksanakan tugasnya berdasarkan
A Dinas,

yrusan dipimpin oleh Kepala U Pasal 12
fusan

«epada Kepala Rumap, Pemotongan iy 7319 berada di bawan dan bertanggung jawab
N Hewan,

elompok Jabatan Fungsiona| ) Pasal 13
apat

nasing dipimpin oleh Seorang t dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-
en .
(epala Dinas. 4ga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh

)alam melaksanaka
D N tugasnya Kepala Rumanh Pemotongan Hewan, Kepala Urusan
aiib menerapk ua Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Pemotongan Hewan
v — L

! Pran prinsip koordinas, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara

ertikal d - : .
e.rtlk a_n horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi
ain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15
1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Rumah Pemotongan Hewan
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya,

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan

wajib disampaikan kepada Satuan
mempunyai hubungan kerja.

5) Dalam melaksanakan tugas. s o
isasi di hnya dan dala

Satuan Organisasi dibawa
bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Organisasi lain yang secara fungsional

tiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh
m rangka pemberian bimbingan kepada
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" yrusan Tata Usahg dan Pasal 16

etua
“ oiongan Hewan me"yampaik n | Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah
7 a
4 4n dan berdasarkan laporan te Poran kepada Kepala Rumah Pemotongan

¢ rsebyt Kepa
H Kol Kepala Rumah Pemotgng, Hewan Pala Urusan Tata Usaha menyusun laporan

yang ditetapkan oleh Bupatj.

" bentukan sub-su :
o) pem b kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan

peraturan Kepala Dinas berdasarkan lumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB vili
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

ya-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
san diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun
2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata
keja Rumah Pemotongan Hewan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

tengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto
padatanggal 2 { EC 70N4

P ey RN

ilf\dan 3}18}1 ~.~—,_....:_'_:..,...,.;:,,,. o
di Purwokerto
!dash'“gga' ol bes | 200A.
{RETARIS DAERAH KABUPATEN

ANYUMAS
SINGGI WIRANTD, SH.

Mie5050 86 8
.., MP.50g086 234 2\

By I KB TEN BANFUMAS NCF 7

. ——

B 2 e I A
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DAFTAR NAMA, TEMPAT

- a
Lampiran | Peraturan Bupati Banyuom
rjOmOr W "LO y
ranggal
Tentang

3Y

| OEC 2004
Pémbentukan,
Organisasi, Tugd
Uraian Tugas
Tatakerja
pemotongan Hewan P
Dinas Peternakan d
Perikanan
Banyumas

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

RUM
AH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) PADA

oINAS PETERNAKAN DAN

/——’_—_\1
G NAMATTEMPAT

KEDUDUKAN
~TWILAYAH TIMUR/
RPH Purwokerto Timur

| PEMBANTU

PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS

RPH

WILAYAH KERJA

P

1.RPH
Purwokerto
Timur

Kecamatan Purwokerto Timur
Kecamatan Purwokerto Selatan
Kecamatan Purwokerto Utara

2. RPH
Sokaraja

Kecamatan Sokaraja
Kecamatan Kalibagor

_— T

3. RPH
Kembaran

Kecamatan Kembaran
Kecamatan Sumbang
Kecamatan Baturraden

4. RPH
Banyumas

Kecamatan Banyumas
Kecamatan Somagede
Kecamatan Kebasen

5.RPH
Sumpiuh

Kecamatan Sumpiuh
Kecamatan Tambak
Kecamatan Kemranjen

L

WILAYAH BARAT/
RPH Wangon

1. RPH
Wangon

Kecamatan Wangon
Kecamatan Gumelar
Kecamatan Lumbir
Kecamatan Jatilawang
Kecamatan Rawalo

2. RPH
Purwokerto

Barat

Kecamatan Purwokerto Barat
Kecamatan Kedungbanteng
Kecamatan Patikraja
Kecamatan Karanglewas

3. RPH
Cilongok
| Liors
4 RPH

Ajibarang

\_.ﬁ_______’____J//_——

NI R N A N R T N [ I [ O [ N N N N P

Kecamatan Cilongok
Kecamatan Purwojati
Kecamatan Ajibarang

Kecamatan Pekuncen

i J

S

Y

Jabatan dan
Rrumah
ada

Kabupaten

9
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y SUSUNAN ORGa
'ﬁs:” PEMOTONGAN HEg S:S|
\0A DINAS PETERNAKA D:
;ABUpATEN BANYUMAS N PER'KANAN

Lampiran Il Peraturan Bupati Banyumas
N o7’
omor ; L/

Tanggal
2 1 DEC 2004

KEPALA

URUSAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

TATA USAHA

,’/,

BUPATI BANYUMAS

\

’

ARIS SETIONO
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